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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG
ADVOICAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa MNegara Republik Indonesia, sebagai negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata
kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan

berkeadilan;

bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala
campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi
Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab,
untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan
memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam
menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi

manusia;

bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan
bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin
dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya

upaya penegakan supremasi hukum;

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan

kebutuhan hukum masyarakat;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu membentuk

Undang-Undang tentang Advokat.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Megara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Momor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan
Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan,
Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran
Megara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Megara

Nomor 81);

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nemer 74, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Momeor 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang NMomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 35, Tambahan

Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3879);
Undang-Undang Noemor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1981
Momor 76, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1985
Momor 73, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomeor 3316);

Undang-Undang Momor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Momor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1989 Momor 49,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 3400);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1997
Momor 84, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 3713);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Momor
1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomeor 135, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDOMNESIA

dan

PRESIDEM REPUBLIK INDOMESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.



Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari
Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-

undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk
perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan

dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat



